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KATA PENGANTAR
 Segala puji bagi Allah Tuhan Semesta Alam, atas nikmat dan karunia yang dilimpahkan kepada kita sehingga sampai saat ini kita masih dapat menjalankan tugas dengan baik dan salah satunya adalah telah diselesaikannya Laporan
 Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2013.
 Dalam rangka terselenggaranya Pemerintah yang baik serta mewujudkan
 aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita – cita berbangsa dan bernegara maka diterbitkan Undang – undang No. 28 Tahun 1999 tentang
 Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas
 Kinerja Instansi. Tujuan penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja ini adalah sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja yang terukur dan transparansi dalam
 menjalankan pemerintahan yang baik. Selain itu merupakan evaluasi hasil pencapaian tujuan dan sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 sebagai penjabaran dari visi dan misi serta perencanaan
 strategik yang mengidentifikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kegiatan yang ditetapkan.
 Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 Kabupaten Bandung ini dapat dijadikan bahan dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Bandung yang
 Repeh Rapih Kertaraharja melalui pembangunan partisipatif yang berbasis religius, kultural dan berwawasan lingkungan. Selain itu laporan ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan, program/kegiatan dan merupakan
 perwujudan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013.
 Sebagai proses yang berkesinambungan dengan tahun sebelumnya maka isi yang terkandung di dalam laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan kebulatan kesepakatan bersama yang dilaksanakan dan
 dipertanggungjawabkan secara bersama-sama pula oleh seluruh jajaran Badan Penanggulangan bencana Daerah kabupaten Bandung. Kami sadar bahwa Laporan
 Akuntabilitas ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat konstruktif senantiasa kami nantikan untuk perbaikan atau penyempurnaan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas di tahun mendatang.
 Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan bimbingan, sehingga penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penanggulangan bencana Daerah
 kabupaten Bandung tahun 2013 ini dapat diselesaikan sesuai dengan target waktu yang diberikan.
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Demikian laporan akuntabilitas ini disampaikan semoga bermanfaat khususnya bagi Badan Penanggulangan bencana Daerah kabupaten Bandung dalam
 upaya mewujudkan Good Governance dan juga bagi pihak-pihak yang berkepentingan.
 Soreang, Pebruari 2014
 KEPALA PELAKSANA
 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
 KABUPATEN BANDUNG
 M A R L A N, S.Ip.,M.Si
 Pembina TK I
 NIP. 19671223 198803 1 007
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RINGKASAN EKSEKUTIF
 Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bandung mempunyai
 kedudukan dan peran strategis dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana di Kabupaten Bandung. Untuk itu, seluruh program kerja BPBD didasarkan pada tujuan, sasaran strategis dan target kinerja yang telah ditetapkan baik pada
 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2011-2015, serta Rencana Strategis (Renstra) BPBD Tahun 2011-2015 secara konsisten, terus menerus dan berkesinambungan.
 BPBD telah menetapkan 9 (sembilan) sasaran yang selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 9 indikator kinerja dan 9 target kinerja. Secara umum dapat
 disimpulkan bahwa dari 9 (sembilan) yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2013, terdapat 7 sasaran strategis yang berhasil dilaksanakan dengan baik (100% atau lebih). Sedangkan 2 Sasaran lainnya belum sesuai dengan target yang
 direncanakan. Rincian capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut dapat dijelaskan dalam tabel berikut:
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BAB I
 PENDAHULUAN
 1.1. Gambaran Umum
 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan
 fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. LAKIP juga berperan sebagai alat kendali, alat
 penilai Kinerja dan alat pendorong terwujudnya good governance. Dalam perspektif yang lebih luas, maka LAKIP berfungsi sebagai media
 pertanggungjawaban kepada publik. Semua itu memerlukan dukungan dan peran aktif seluruh lembaga pemerintahan pusat dan daerah serta partisipasi masyarakat.
 Berangkat dari Rencana Strategis (Renstra) BPBD Kabupaten Bandung tahun 2011-2015 yang penyusunannya berpedoman kepada
 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2010-2015 serta Rencana Kerja (Renja) BPBD Kabupaten Bandung tahun 2013 yang penyusunannya berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah
 Kabupaten Bandung tahun 2013 dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi.
 Pelaksanaan penyusunan LAKIP BPBD Kabupaten Bandung Tahun 2013 dengan memperhatikan kepada peraturan perundang-undangan yang
 melandasi pelaksanaan LAKIP, yaitu :
 1. TAP MPR No.XI/MPR/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan UU No. 12
 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
 antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
 Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 6. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang
 Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor
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239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja
 Instansi Pemerintah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
 Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2010 – 2015;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 Kabupaten Bandung;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Bandung;
 14. Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung;
 Penyusunan LAKIP Tahun 2013 berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan
 dokumen perencanaan. Pencapaian sasaran tersebut disajikan berupa informasi mengenai pencapaian sasaran Renstra, realisasi pencapaian indikator sasaran disertai dengan penjelasan yang memadai atas pencapaian
 kinerja dan pembandingan capaian indikator kinerja, dengan demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi BPBD Kabupaten Bandung yang
 menjadi laporan kemajuan penyelenggaraan instansi pemerintah oleh Kepala BPBD kepada Bupati Bandung ini telah disusun dan dikembangkan sesuai peraturan yang berlaku selanjutnya realisasi yang dilaporkan dalam LAKIP ini
 merupakan hasil pencapaian sasaran pada tahun 2013.
 BPBD merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan
 pemerintahan daerah, maka BPBD memiliki tanggungjawab yang besar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah baik mulai tahap perencanaan kebijakan daerah, pengorganisasian, pelaksanaan hingga evaluasi, dengan
 demikian yang menjadi output BPBD yakni berupa tindakan kebencanaan yang meliputi pencegahan dan kesiapsiagaan, tanggap darurat bencana dan penyediaan logistik serta rehabilitasi dan rekonstruksi bagi korban pasca
 bencana terjadi.
 Kedudukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
 Bandung dibentuk melalui Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung dan Peraturan Bupati Bandung Nomor 53 Tahun 2010 tentang
 Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung. Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah
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Kabupaten Bandung Terletak di komplek Pemda Kabupaten Bandung Jl. Raya Soreang KM.17 Soreang Kabupaten Bandung. selanjutnya dalam
 melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, berdasarkan Struktur Organisasi BPBD Kabupaten Bandung Tahun 2013 didukung dengan jumlah pegawai 43 orang, terdiri atas PNS 32 orang, dan Pegawai Harian Lepas (PHL) 12 orang.
 Jumlah pegawai BPBD Kabupaten Bandung berdasarkan Tingkat Pendidikan pada tahun 2013 dapat dilihat pada tabel berikut
 Tabel 1.1.
 Jumlah PNS dan PHL BPBD Kabupaten Bandung Berdasarkan Tingkat Pendidikan
 Tahun 2013
 No Pendidikan Status Kepegawaian
 Jumlah PNS CPNS PHL
 1 SD 0 0 0 0
 2 SMP 0 0 1 1
 3 SMA 11 0 7 16
 4 D3 1 0 1 2
 5 S1 16 0 3 22
 6 S2 4 0 0 4
 Jumlah 31 0 12 41
 Dilihat dari tabel berdasarkan tingkat pendidikan tersebut di atas,
 Pegawai BPBD Kabupaten Bandung sangat menunjang di dalam melaksanakan tugas, pokok dan fungsinya di dalam menentukan tugas-tugas kebencanaan dan mensinergikan program/kegiatan antar Satuan Kerja
 Perangkat Daerah, dengan tingkat pendidikan sebagaimana di atas.
 Jumlah Pegawai BPBD Kabupaten berdasarkan pangkat/golongan
 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:
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Tabel 1.2.
 Pegawai BPBD Kabupaten Bandung
 Berdasarkan Tingkat Golongan Tahun 2013
 Golongan Status Kepegawaian
 Jumlah %
 PNS CPNS
 1 Gol I 0 0 0 0
 2 Gol II 8 0 8 25
 3 Gol III 19 0 19 59
 4 Gol IV 5 0 5 16
 Jumlah 31 0 32 100
 Berdasarkan Tabel 1.2 pegawai BPBD Kabupaten Bandung berdasarkan golongan terdiri atas, Golongan II sebanyak 25 %, Golongan III
 sebanyak 59% dan Golongan IV sebanyak 16%, melihat komposisi tersebut, pagawai BPBD banyak ditempati oleh golongan III, dilain sisi BPBD memerlukan tambahan pegawai Golongan II dan III untuk tenaga
 administrasi dan tenaga konseptor dalam hal ini perlu adanya tenaga fungsional .
 Di samping pendidikan formal, pegawai BPBD juga telah mengikuti
 pendidikan struktural, data selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:
 Tabel 1.3.
 Data Pegawai Negeri Sipil BPBD KabupatenBandung yang Telah Mengikuti Pendidikan Struktural
 Tahun 2013
 No Tingkat Golongan Jumlah
 1 Adum/DiklatpimIV/Spada 10 Orang
 2 Adumla/Spala -
 3 Spama/Diklatpim III/Spadya 2 Orang
 4 Diklatpim II/Spamen 1 Orang
 Jumlah 13 Orang

Page 9
                        
                        

Pegawai BPBD Kabupaten Bandung yang telah memperoleh jabatan berdasarkan esselonering dapat dilihat pada tabel berikut:
 Tebel 1.4.
 Data Pegawai BPBD berdasarkan Esselon Tahun 2013
 No Tingkat Esselon Jumlah
 1 II a 0
 2 II b 1
 3 III a 0
 4 III b 4
 4 IV a 9
 Jumlah 14
 Disamping dukungan sumber daya manusia, dukungan sarana/prasarana dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan, BPBD memiliki sarana dan prasarana sebagai berikut :
 Tabel 1.5.
 Data Sarana dan Prasarana Milik BPBD Kabupaten Bandung Berdasarkan Jenis, Jumlah dan Kondisi
 Tahun 2013
 NO. No. KODE BARANG JENIS/ NAMA BARANG
 KEADAAN BARANG ASET
 JML BAIK KB RUSAK
 1 02.03.01.01.02 Kendaraan Roda Empat √ _ _ 1
 2 02.03.01.01.02 Kendaraan Roda Empat √ _ _ 1
 3 02.03.01.01.02 Kendaraan Roda Empat √ _ _ 1
 4 02.03.01.01.02 Kendaraan Roda Empat √ _ _ 1
 5 02.06.01.01.02 Mesin Tik Manual Standar √ _ _ 1
 6 02.06.04.07.06 Lemari Arsip P.Kaca √ _ _ 4
 7 02.06.04.07.06 Lemari Arsip P.Ayun √ _ _ 5
 8 02.06.01.04.14 Lemari Arsip Pintu Setengah √ _ _ 1
 9 02.06.01.04.04 Filling Kabinet/Metal √ _ _ 9
 10 02.06.02.06.03 Televisi √ _ _ 1
 11 02.06.02.04.01 Kulkas √ _ _ 2
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NO. No. KODE BARANG JENIS/ NAMA BARANG
 KEADAAN BARANG ASET
 JML BAIK KB RUSAK
 12 02.06.02.03.01 Vacuum Cleaner √ _ _ 1
 13 02.06.02.03.03 Mesin Babat Rumput √ _ _ 1
 14 02.06.03.02.01 Komputer PC √ _ _ 4
 15 02.06.03.02.02 Laptop √ _ _ 1
 16 02.06.03.05.03 Printer √ _ _ 1
 17 02.06.03.05.04 Scanner √ _ _ 1
 18 02.06.02.06.18 UPS/Stabilizer √ _ _ 1
 19 02.07.01.01.03 Infocus/Proyektor+Attachment
 √ _ _ 1
 20 02.06.03.02.05 Layar Infocus √ _ _ 1
 21 02.06.02.06.08 Sound System √ _ _ 1
 22 02.06.04.01.06 Meja Kerja Setengah Biro √ _ _ 8
 23 02.06.02.01.27 Kursi Kerja √ _ _ 10
 24 02.06.02.01.27 Kursi Rapat / chitoes √ _ _ 30
 25 02.06.02.01.07 Zice √ _ _ 5
 26 02.06.01.04.03 Rak Buku √ _ _ 7
 27 02.06.02.01.02 Rak TV √ _ _ 2
 28 02.06.02.01.37 Meja Komputer √ _ _ 4
 29 02.06.02.01.13 Meja Telpon √ _ _ 1
 30 02.06.04.02.11 Meja Tamu √ _ _ 1
 31 02.06.02.06.23 Camera Digital √ _ _ 1
 32 02.06.02.06.23 Camera Digital √ _ _ 1
 33 02.06.02.06.50 Recorder (Alat Perekam) √ _ _ 2
 34 02.04.03.01.71 Global Positioning System √ _ _ 2
 35 02.06.02.06.39 Dispenser √ _ _ 3
 36 02.06.02.06.50 Magic com √ _ _ 1
 37 02.04.01.06.01 Gergaji Mesin Besar √ _ _ 1
 38 02.04.01.06.01 Gergaji Mesin Sedang √ _ _ 1
 39 02.03.01.01.02 Kendaraan Roda Empat √ _ _ 1
 40 02.03.01.01.02 Kendaraan Roda Empat √ _ _ 1
 41 02.03.01.05.01 Kendaraan Roda Dua √ _ _ 3
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NO. No. KODE BARANG JENIS/ NAMA BARANG
 KEADAAN BARANG ASET
 JML BAIK KB RUSAK
 42 03.11.01.01.04 Pemeliharaan Peleburan Gedung,Halaman Parkir
 √ _ _
 1.2. Maksud dan Tujuan
 Maksud penyusunan LAKIP BPBD Kabupaten Bandung Tahun 2013 adalah sebagai penjabaran dari visi dan misi BPBD yang terwujud dalam tingkat keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan
 kebijakan yang telah ditetapkan.
 Tujuan penyusunan LAKIP BPBD Kabupaten Bandung Tahun 2013 adalah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi BPBD dalam
 mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban secara periodik.
 1.3. Tugas Pokok dan Fungsi
 Sejak dibentuk pada tahun 2010 dengan terbitnya peraturan daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Organisasi
 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung dan Peraturan Bupati Bandung Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja
 Badan penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh Unsur Pelaksana, yaitu :
 a. Unsur Pelaksana dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana.
 b. Kepala Pelaksana mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan
 mengendalikan tugas-tugas di bidang penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.
 c. Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Pelaksana menyelenggarakan fungsi :
 1. Penetapan rumusan kebijakan rencana dan program penanggulangan bencana.
 2. Penetapan rumusan kebijakan pengkoordinasian penyelenggaraan
 penanggulangan bencana.
 3. Penetapan rumusan kebijakan pengomandoan penyelenggaraan
 penanggulangan bencana.
 4. Penetapan rumusan kebijakan pelaksanaan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
 5. Penetapan rumusan kebijakan evaluasi dan pelaksanaan tugas penanggulangan bencana.
 6. Pelaksanaan tugas dinas lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
 7. Pelaksanaan koordinasi/ kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/ instansi/ lembaga atau pihak ketiga di bidang penanggulangan bencana.
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Unsur Pelaksana dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh Sekretariat Unsur Pelaksana, yaitu :
 a. Sekretariat Unsur pelaksana dipimpin oleh seorang Sekretaris
 b. Sekretaris mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan
 yang meliputi pengkoordinasian penyusunan program, pengelolaan umum, kepegawaian, pengelolaan keuangan dan pengembangan pola kerjasama penanggulangan bencana.
 c. Dalam melaksanakan tugas pokok, Sekretaris menyelenggarakan fungsi:
 1. Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan pelayanan
 kesekretariatan.
 2. Penetapan rumusan kebijakan koordinasi penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas Bidang secara terpadu.
 3. Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi umum dan kerumahtanggaan.
 4. Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan kelembagaan dan ketatalaksanaan serta hubungan masyarakat.
 5. Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi kepegawaian dan
 keuangan Badan.
 6. Penetapan rumusan kebijakan pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Badan.
 7. Penetapan rumusan kebijakan pengkoordinasian publikasi pelaksanaan tugas Badan.
 8. Penetapan rumusan kebijakan pengkoordinasian penyusunan dan penyampaian bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Badan.
 9. Pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan.
 10. Evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan.
 11. Pelaksanaan tugas dinas lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
 12.Pelaksanaan koordinasi/ kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/ instansi/ lembaga atau pihak ketiga di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan.
 d. Sekretaris, membawahkan :
 1. Sub Bagian Penyusunan Program
 2. Sub Bagian Umum
 3. Sub Bagian Keuangan
 (1). Sub Bagian Penyusunan Program dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.
 (2). Kepala Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengkoordinasian penyusunan rencana dan progran
 Badan.
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(3). Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini Kepala Sub Bagian Penyusunan Program menyelenggarakan fungsi :
 a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan dan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program kerja Badan.
 b. Penyusunan rencana operasional dan koordinasi kegiatan dan program
 kerja Badan.
 c. Pelaksanaan penyusunan rencana strategis Badan.
 d. Pelaksanaan Penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan
 penunjang pelaksanaan tugas.
 e. Pelaksanaan penyusunan dan pengembangan pola kerjasama
 penanggulangan bencana.
 f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
 g. Pelaksanaan tugas dinas lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
 h. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana dan program kerja dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan.
 (1). Sub Bagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.
 (2). Kepala Sub Bagian Umum mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan
 administrasi umum, kepegawaian dan kerumahtanggaan.
 (3). Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini Kepala Sub Bagian Umum menyelenggarakan fungsi :
 a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan kerumahtanggaan.
 b. Pelaksanaan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat, naskah dinas dan pengelolaan dokumentasi dan kearsipan.
 c. Pelaksanaan pembuatan dan pengadaan naskah dinas.
 d. Pelaksanaan Pengelolaan dan penyiapan bahan pembinaan dokumentasi dan kearsipan kepala sub unit kerja di lingkungan Badan.
 e. Penyusunan dan penyiapan pengelolaan dan pengendalian administrasi perjalanan dinas.
 f. Pelaksanaan pelayanan keprotokolan dan penyelenggaraan rapat-rapat
 dinas.
 g. Pelaksanaan dan pelayanan hubungan masyarakat.
 h. Pelaksanaan kepengurusan kerumahtanggaan, keamanan dan ketertiban kantor.
 i. Pelaksanaan pngelolaan perpustakaan dan pendokumentasian peraturan
 perundang-undangan.
 j. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan pemeliharaan data dokumentasi kepegawaian Badan.
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k. Fasilitasi pembinaan umum kepegawaian dan pengembangan karier serta disiplin pegawai di lingkungan Badan.
 l. Penyusunan dan penyiapan pengurusan administrasi pensiun dan cuti pegawai di lingkungan Badan.
 m. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
 n. Pelaksanaan tugas dinas lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
 o. Pelaksanaan koordinasi pelayanan administrasi umum dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan
 (1). Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.
 (2). Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok merencanakan,
 melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Badan.
 (3). Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal
 ini Kepala Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :
 a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan administrasi
 dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Badan.
 b. Pelaksanaan pengumpul, belanja dan pembiayaan Badan.
 c. Pelaksanaan pembuatan dan pengadaan naskah dinas.
 d. Pelaksanaan Pengelolaan administrasi keuangan anggaran pendapatan dan belanja.
 e. Pelaksanaan penyusunan dan pengkoordinasian pembuatan daftar gaji
 serta tambahan penghasilan bagi pegawnegeri sipil.
 f. Pelaksanaan penatausahaan pengelolaan anggaran pendapatan dan
 belanja Badan
 g. Pelaksanaan pembinaan administrasi keuangan dan penyiapan bahan administrasi akuntansi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan
 Badan.
 h. Penyiapan bahan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran pendapatan,
 belanja dan pembiayaan Badan.
 i. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan keuangan dengan para kepala Bidang di lingkungan Badan.
 j. Pelaksanaan penyusunan rencana penyediaan tugas pengelolaan keuangan.
 k. Pelaksanaan koordinasi teknis perumusan penyusunan rencana dan dukungan anggaran pelaksanaan tugas Badan.
 l. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
 m. Pelaksanaan tugas dinas lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
 n. Pelaksanaan koordinasi pngelolaan keuangan dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan.
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Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh 3 Bidang, yaitu :
 (1). Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
 (2). Bidang Kedaruratan dan Logistik
 (3). Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
 (1). Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.
 (2). Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas pokok memimpin, membina dan mengendalikan tugas-tugas di bidang
 pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan penanggulangan bencana yang meliputi pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan penanganan
 bencana secara adil dan setara sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Penanggulangan Bencana.
 (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal
 ini Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan menyelenggarakan fungsi :
 a. Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengkoordinasian,
 pengkomandoan dan pelaksanaan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan penaggulangan bencana.
 b. Penyelenggaraan pelaksanaan tugas di bidang pengkoordinasian,
 pengkomandoan dan pelaksanaan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana.
 c. perumusan sasaran pelaksanaan tugas di bidang pengkoordinasian,
 pengkomandoan dan pelaksanaan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana.
 d. Pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas di bidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana.
 e. Penetapan rumusan kebijakan dan panduan pengetahuan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana.
 f. Penetapan rumusan kebijakan sistem peringatan bencana dan rencana untuk keadaan darurat bencana.
 g. Penetapan rumusan kebijakan pemberdayaan masyarakat, kemampuan
 memobilisasi sumber daya, pemeliharaan sumber daya dan pelatihan personil.
 h. Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan pelaksanaan tugas pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana.
 i. Pelaksanaan tugas dinas lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
 j. Pelaksanaan koordinasi/ kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana.
 Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, membawahkan :
 a. Seksi Pencegahan Bencana
 b. Seksi Kesiapsiagaan Bencana
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(1). Seksi Pencegahan Bencana dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
 (2). Kepala Seksi Pencegahan Bencana mempunyai tugas pokok merencanakan,
 melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan penanganan pencegahan bencana.
 (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal
 ini Seksi Pencegahan Bencana menyelenggarakan fungsi :
 a. Penyusunan rencana operasional dan program kerja kegiatan pencegahan bencana dan mitigasi pada prabencana.
 b. Pelaksanaan bimbingan peningkatan pengetahuan pencegahan dan sikap terhadap resiko bencana.
 c. Penyusunan bahan rumusan kebijakan dan panduan penanganan pencegahan bencana.
 d. Penyusunan bahan rumusan kebijakan rencana dan program untuk
 keadaan darurat bencana.
 e. Pelaksanaan dan penyusunan bimbingan dan pembinaan serta pelatihan
 penanggulangan dan pencegahan bencana.
 f. Penyusunan bahan rumusan kebijakan di bidang pencegahan bencana dan mitigasi pada prabencana.
 g. Penyusunan bahan rumusan kebijakan di bidang pemberdayaan dan peningkatan masyarakat terhadap pencegahan bencana dan mitigasi pada prabencana.
 h. Penyusunan dan pelaksanaan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan gladi/simulasi sistem dan mekanisme pencegahan dan dan mitigasi pada
 prabencana.
 i. Pelaksanaan pengawasanevaluasi terhadap perencanaan penyelenggaraan sistem pengendali bencana
 j. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian bencana.
 k. Pelaksanaan evaluasi dan analisis pelaporan pelaksanaan tugas.
 l. Pelaksana tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
 m. Pelaksanaan koordinasi penanganan pencegahan bencana dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan.
 (1). Seksi Kesiapsiagaan Bencana dipimpin oleh seorang Kepala Seksi
 (2). Kepala Seksi Kesiapsiagaan Bencana mempunyai tugas pokok merencanakan,
 melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan penanganan Kesiapsiagaan Bencana (3). Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
 Pasal ini Seksi Kesiapsiagaan Bencana menyelenggarakan fungsi :
 a. Penyusunan rencana operasional dan program kerja kegiatan penanganan kesiapsiagaan pada prabencana.
 b. Penyusunan bahan rumusan kebijakan mekanisme sistem pencegahan dini kebencanaan.
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c. Penyusunan bahan rumusan kebijakan pemeliharaan sumberdaya dan pelatihan personil.
 d. Penyusunan bahan rumusan kebijakan kem memobilisasi sumber daya.
 e. Penyusunan bahan rumusan kebijakan di bidang kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan dan peningkatan masyarakat terhadap
 kesiapsiagaan pada prabencana.
 f. Penyusunan dan pelaksanaan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan gladi/simulasi sistem dan mekanisme kesiapsiagaan pada prabencana .
 g. Pelaksanaan evaluasi dan analisis pelaporan pelaksanaan tugas.
 h. Pelaksana tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
 i. Pelaksanaan koordinasi penanganan pencegahan bencana dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan.
 (1). Bidang Kedaruratan dan Logistik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.
 (2). Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas pokok memimpin, membina dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengkoordinasian,
 pengkomandoan dan pelaksanaan penanggulangan bencana yang meliputi penanganan kedaruratan, pengumpulan dan penyaluran uang dan barang secara adil dan setara sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan
 Nasional Penanggulangan Bencana.
 (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik menyelenggarakan fungsi :
 a. Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan penanganan darurat, pengumpulan dan
 penyaluran uang dan barang.
 b. Penyelenggaraan pelaksanaan tugas di bidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan penanganan kedaruratan, pengumpulan
 dan penyaluran uang dan barang.
 c. perumusan sasaran pelaksanaan tugas di bidang pengkoordinasian,
 pengkomandoan dan pelaksanaan penanganan kedaruratan, pengumpulan dan penyaluran uang dan barang.
 d. Pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas di bidang
 pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan kedaruratan, pengumpulan dan penyaluran uang dan barang.
 e. Penetapan rumusan kebijakan tanggap darurat dan panduan pengetahuan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana.
 f. Penetapan rumusan kebijakan sistem peringatan belogistik yang meliputi
 penyelenggaraan dapur umum, pendirian tenda-tenda penampungan untuk pengungsian, darat dan air pencarian, penyelamatan dan pengungsian korban serta harta benda, penyiapan air bersih, percepatan
 akselerasi bantuan darurat dan pendirian tenda posko komando serta penyediaan tempat bermain, olah raga, hiburan dan sarana informasi.
 g. Pelaksanaan tugas dinas lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
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h. Pelaksanaan koordinasi/ kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang logistik penanggulangn
 bencana.
 Bidang Kedaruratan dan Logistik, membawahkan :
 a. Seksi Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana
 b. Seksi Logistik Penanggulangan Bencana
 (1). Seksi Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
 (2). Kepala Seksi Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan
 pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan tanggap darurat penanganan penanggulangan bencana.
 (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal
 ini Seksi Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana menyelenggarakan fungsi:
 a. Penyusunan rencana operasional dan program tanggap darurat dan penanganan pengungsian penanggulangn bencana.
 b. Penyusunan bahan rumusan kebijakan penyelenggaraan dapur umum.
 c. Penyusunan bahan rumusan kebijakan pendirian tenda-tenda penampungan sementara atau tenda-tenda keluarga.
 d. Penyusunan bahan rumusan kebijakan evakuasi para korban ke tempat
 yang aman.
 e. Penyusunan bahan rumusan kebijakan pendirian posko komando di lokasi
 bencana.
 f. Penyusunan dan bahan rumusan kebijakan penyediaan tempat bermain, olah raga, hiburan dan sarana informasi.
 i. g. Pelaksanaan penanganan bencana alam tingkat lokal.
 h. Penyusunan bahan rumusan kebijakan prosedur tetap penanganan
 bencana.
 i. Pelaksanaan evaluasi dan analisis pelaporan pelaksanaan tugas.
 j. Pelaksana tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
 k. Pelaksanaan koordinasi tanggap darurat penanggulangn bencana dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan.
 (1). Seksi Logistik Penanggulangan Bencana dipimpin oleh seorang Kepala Seksi
 (2). Kepala Seksi Logistik Penanggulangan Bencana mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan
 pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan dukungan logistik penanggulangan bencana.
 (3). Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal
 ini Seksi Logistik Penanggulangan Bencana menyelenggarakan fungsi :
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a. Penyusunan rencana operasional dan program kerja kegiatan dukungan logistik penanggulangan bencana.
 b. Pelaksanaan dan pengkoordinasian pengumpulan dan penyaluran uang dan barang.
 c. Penyusunan bahan rumusan kebijakan penyiapan logistik.
 d. Penyusunan bahan rumusan kebijakan penyelenggaraan pelaksanaan dapur umum dan pendirian tenda-tenda.
 e. Penyusunan bantuan rehabilitasi sosial kepada korban bencana.
 f. Pelaksanaan bantuan bagi kelompok masyarakat atau lembaga sosial yang memerlukan penanganan sosial penanggulangan bencana.
 g. Pelaksanaan evaluasi dan analisis pelaporan pelaksanaan tugas.
 h. Pelaksana tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
 i. Pelaksanaan koordinasi pelayanan logistik penanggulangan bencana
 dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan.
 (1). Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.
 (2). Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas pokok memimpin, membina dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan penanggulangan
 bencana yang meliputi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana secara adil dan setara sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
 (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi menyelenggarakan fungsi :
 a. Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.
 b. Penyelenggaraan pelaksanaan tugas di bidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca
 bencana.
 c. perumusan sasaran pelaksanaan tugas di bidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca
 bencana.
 d. Pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas di bidang
 pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.
 e. Penetapan rumusan kebijakan perbaikan dan pemulihan semua aspek
 pelayanan publik.
 f. Penetapan rumusan kebijakan normalisasi aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
 g. Penetapan rumusan kebijakan pembangunan prasarana dan sarana serta kelembagaan pada wilayah rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.
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h. Penetapan rumusan kebijakan pertumbuhan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban.
 i. Penetapan rumusan kebijakan peningkatan peranserta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana.
 j. Penetapan rumusan kebijakan penguatan komunitas yang terkena
 bencana.
 k. Penetapan rumusan kebijakan pemberdayaan sosial ekonomi yang terintegrasi dalam program pembangunan daerah.
 l. Pelaksanaan tugas dinas lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
 m. Pelaksanaan koordinasi/ kerjasama dan kemitraan dengan unit
 kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi penanggulangan bencana
 Bidang rehabilitasi dan rekonstruksi, membawahkan :
 a. Seksi Rehabilitasi Pasca Bencana
 b. Seksi Rekonstruksi Pasca Bencana
 (1). Seksi Rehabilitasi Pasca Bencana dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
 (2). Kepala Seksi Rehabilitasi Pasca Bencana mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan
 pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan tanggap darurat penanganan rehabilitasi pasca bencana.
 (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal
 ini Seksi Rehabilitasi Pasca Bencana menyelenggarakan fungsi :
 a. Penyusunan rencana operasional dan program kerja kegiatan penanganan
 rehabilitasi pasca bencana.
 b. Penyusunan bahan rumusan kebijakan perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik.
 c. Penyusunan bahan rumusan kebijakan normalisasi aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
 d. Penyusunan bahan rumusan kebijakan percepatan akselerasi bantua darurat berupa sandang, lauk-pauk, famili kit, kid ware serta beras dan obat-obatan serta makanan tambahan.
 e. Penyusunan bahan rumusan kebijakan pembangunan kembali semua prasarana dan sarana serta kelembagaan pada wilayah pasca bencana.
 f. Pelaksanaan evaluasi dan analisis pelaporan pelaksanaan tugas.
 g. Pelaksana tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
 h. Pelaksanaan koordinasi tanggap darurat penanggulangn bencana dengan
 sub unit kerja lain di lingkungan Badan.
 (1). Seksi Seksi Rekonstruksi Pasca Bencana dipimpin oleh seorang Kepala Seksi
 (2). Kepala Seksi Rekonstruksi Pasca Bencana mempunyai tugas pokok
 merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan
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pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan rekonstruksi pasca bencana.
 (3). Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini Seksi Rekonstruksi Pasca Bencana menyelenggarakan fungsi :
 a. Penyusunan rencana operasional dan program kerja kegiatan penanganan
 rekonstruksi pasca bencana.
 c. Penyusunan bahan rumusan kebijakan tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya.
 d. Penyusunan bahan rumusan kebijakan penegakan aspek hukum dan ketertiban pasca bencana.
 e. Penyusunan bantuan rumusan kebijakan penguatan komunitas yang terkena bencana.
 f. Penyusunan bantuan rumusan kebijakan pemberdayaan sosial ekonomi
 yang terintegrasi dalam program pembangunan daerah.
 g. Pelaksanaan evaluasi dan analisis pelaporan pelaksanaan tugas.
 h. Pelaksana tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
 i. Pelaksanaan koordinasi rekonstruksi penanggulangan bencana dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan.
 Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh Satuan Tugas
 (1). Satuan Tugas mempunyai tugas pokok membantu Kepala Pelaksana Badan
 Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan kaji cepat bencana dan dampak bencana.
 (2). Satuan Tugas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal menyelenggarakan fungsi :
 a. Pelaksanaan kaji cepat bencana dan dampak bencana terhadap penilaian
 kebutuhan dan penilaian kebutuhan dan penilaian kerusakan/ kerugian.
 b. Pelaksanaan pemberian dukungan dan pendampingan terhadap Kepala
 Pelaksana BPBD dalam penanganan tanggap darurat bencana.
 c. Pelaksanaan analisa dan pengkajian terhadap jumlah korban dan kerusakan sarana dan prasarana.
 d. Pelaksanaan analisa dan pengkajian terhadap gangguan terhadap fungsi pelayanan umum, pe terhadap meintahan dan kemampuan sumber daya.
 e. Pelaksanaan pemberian saran terhadap upaya penanganan bencana.
 f. Pelaksanaan evaluasi dan analisis pelaporan pelaksanaan tugas.
 g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan
 fungsinya.
 h. Pelaksanaan koordinasi dan hubungan kerja dengan sektor dan instansi terkait dalam penangana darurat bencana.
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1.4. Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung terdiri dari :
 1. Kepala Badan
 2. Sekretariat, membawahkan
 a) Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian
 b) Sub. Bagian Keuangan
 c) Sub. Bagian Penyusunan Program
 3. Bidang Kedaruratan dan Logistik, membawahkan
 a) Seksi Logistik Penanggulangan Bencana
 b) Seksi Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana
 4. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, membawahkan
 a) Seksi Pencegahan Bencana
 b) Seksi Kesiapsiagaan Bencana
 5. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, membawahkan
 a) Seksi Rekonstruksi Pasca Bencana
 b) Seksi Rekonstruksi Pasca Bencana
 1.5. Kewenangan
 Pembentukan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 Kabupaten Bandung dan Peraturan Bupati Bandung Nomor 53 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 Kabupaten Bandung. Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung Terletak di komplek Pemda Kabupaten Bandung Jl. Raya Soreang KM.17 Soreang Kabupaten Bandung. Kedudukan Badan Perencanaan Pembangunan
 Daerah Kabupaten Bandung, untuk selanjutnya disingkat BPBD Kabupaten Bandung, merupakan Lembaga Teknis Daerah sebagai unsur penunjang Pemerintah
 Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung.
 1.6. Sistematika Penyajian
 Memperhatikan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi No. 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan
 Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. LAKIP BPBD Kabupaten Bandung Tahun 2013 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:
 BAB I PENDAHULUAN, yang memuat tentang latar belakang keberadaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung baik dasar hukum pembentukan SOTK, Tugas Pokok dan Fungsi, Susunan Organisasi
 kewenangan, Lingkungan Strategi yang berpengaruh, sasaran dan garapan pokok badan dan sistematika pelaporan.
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BAB II PERENCANAAN STRATEGIK DAN PENETAPAN KINERJA, yang memuat tentang rencana strategi yaitu visi dan misi, tujuan dan sasaran, serta
 Penetapan kinerja
 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA, yang memuat tentang pengukuran kinerja, analisis pencapaian kinerja sasaran dan akuntabilitas keuangan.
 BAB IV PENUTUP, memuat tentang kesimpulan dan saran
 LAMPIRAN-LAMPIRAN
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BAB II
 PERENCANAAN STRATEGIK DAN PENETAPAN KINERJA
 2.1 Rencana Strategik
 Perencanaan strategik merupakan suatu proses yang berorientasi
 pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Perencanaan Strategis yang
 disusun tersebut mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, cara mencapai tujuan dan sasaran yang meliputi: kebijaksanaan, program dan kegiatan yang
 realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.
 Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan
 oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, global dan tetap berada dalam tatanan Sistem
 Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena demikian, pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi,
 peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya
 Rencana Strategis BPBD Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015
 merupakan Dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun (perencanaan jangka menengah) SKPD yang
 menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan pada BPBD. Renstra secara sistematis mengedepankan isu-isu lokal, yang diterjemahkan ke dalam bentuk strategi kebijakan dan rencana yang terarah,
 efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran
 pembiayaan.
 2.2 Visi Misi BPBD Kabupaten Bandung
 Visi merupakan suatu keadaan atau harapan yang harus diwujudkan
 pada masa yang akan datang. Sebagai unsur yang bertugas membantu Sekretaris Daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Badan
 Penanggulangan Bencana Daerah dalam menetapkan visinya harus mengacu kepada visi Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung dengan tetap memperhatikan fungsi dan tugas pokoknya.
 Memperhatikan Visi Kabupaten tersebut serta dengan memperhatikan perubahan paradigma dan peranan perencana pada masa yang akan datang, maka Visi BPBD Kabupaten Bandung Tahun 2011-2015 adalah :
 ”Terwujudnya Kabupaten Bandung Siaga dan Sabilulungan dalam menghadapi bencana”.
 Dalam mewujudkan visi tersebut, serta mendorong upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia di seluruh unsur organisasi, maka dirumuskan Misi BPBD Kabupaten Bandung yang di dalamnya mengandung
 tujuan organisasi serta sasaran yang ingin dicapai. Selain sebagai penjabaran
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dari visi, rumusan misi tersebut juga menggambarkan tugas pokok dan fungsi BPBD
 BPBD sebagai salah satu lembaga teknis daerah dari Pemerintah Kabupaten Bandung, dalam menetapkan visinya, harus mengacu kepada Visi Kabupaten Bandung dengan serta memperhatikan tugas pokok dan
 fungsinya. Visi Kabupaten Bandung yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010 – 2015, yaitu
 “Terwujudnya Kabupaten Bandung yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing, melalui Tata Kelola Pemerintah yang Baik dan Pemantapan Pembangunan Perdesaan, berlandaskan Religius, Kultural dan berwawasan Lingkungan”.
 Memperhatikan Visi Kabupaten tersebut, maka Visi BPBD Kabupaten Bandung yang tertuang dalam Renstra BPBD Tahun 2010 - 2015 adalah
 ”Terwujudnya Kabupaten Bandung Siaga dan Sabilulungan dalam menghadapi bencana”. Penjabaran makna dari Visi Badan Penanggulangan
 Bencana Daerah adalah sebagai berikut :
 1. Terwujudnya adalah Rencana kegiatan yang menjadi kenyataan.
 2. Siaga dan Sabilulungan dalam Menghadapi Bencana adalah mekanisme
 untuk mendekatkan pelayanan dasar kesiapan menghadapi bencana dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat khususnya di Kabupaten Bandung.
 Agar Visi tersebut dapat diwujudkan dan dapat mendorong efektivitas dan efisiensinya penanggulangan bencana yang profesional maka
 rumusan Misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015 adalah sebagai berikut :
 1. Mempercepat jangkauan pelaksanaan penanggulangan bencana.
 2. Mengembangkan sarana dan prasarana penanggulangan bencana.
 3. Meningkatkan profesionalitas aparatur dan masyarakat terlatih dalam
 penanggulangan bencana.
 4. Meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam mengantisipasi bencana.
 5. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama lintas sektor dalam pelaksanaan saat tidak terjadi bencana maupun saat bencana.
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Tabel 2.1
 Perbandingan Visi dan Misi BPBD Kabupaten Bandung dengan
 Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015
 Visi Pemerintah Kabupaten Bandung
 Tahun 2010 – 2015
 “Mewujudkan Kabupaten Bandung yang maju, Mandiri dan Berdaya Saing,
 Melalui Tatakelola Pemerintahan Yang Baik dan Pemantapan Pembangunan
 Perdesaan Berlandaskan Religius Kultural dan Berwawasan Lingkungan”
 Visi BPBD Kabupaten Bandung tahun
 2010 – 2015
 ”Terwujudnya Kabupaten Bandung Siaga dan Sabilulungan
 dalam menghadapi bencana”
 Misi Misi
 1. Meningkatkan Profesionalisme Birokrasi.
 2. Meningkatkan Kualitas SDM
 (Pendidikan dan Kesehatan), memantapkan Kesalehan Sosial
 berlandaskan Iman dan Taqwa.
 3. Memantapkan pemulihan Keseimbangan Lingkungan
 Pembangunan Berkelanjutan.
 4. Menggali, menumbuhkembangkan
 dan melestarikan budaya sunda serta kearifan lokal lainnya.
 5. Memantapkan Pembangunan
 Perdesaan.
 6. Meningkatkan Ketersediaan dan kualitas Infrastruktur serta
 Keterpaduan pemanfaatan Tata Ruang Wilayah.
 7. Meningkatkan partisipasi sektor swasta, pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan daya saing daerah.
 1. Mempercepat jangkauan pelaksanaan penanggulangan bencana.
 2. Mengembangkan sarana dan prasarana penanggulangan
 bencana.
 3. Meningkatkan profesionalitas aparatur dan masyarakat terlatih
 dalam penanggulangan bencana.
 4. Meningkatkan kesadaran dan
 kepedulian masyarakat dalam mengantisipasi bencana.
 5. Meningkatkan koordinasi dan
 kerjasama lintas sektor dalam pelaksanaan saat tidak terjadi bencana maupun saat bencana.
 2.3 Tujuan dan Sasaran
 a. Tujuan
 Guna mewujudkan Misi tersebut, terdapat Tujuan Misi yang harus dicapai, yaitu :
 1. Berkurangnya potensi kerugian dan korban akibat bencana
 2. Tersedianya daya dukung yang memungkinkan pelaksanaan penanggulangan
 berjalan dengan efektif.
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3. Efektifnya setiap penanggulangan bencana dengan berbasis masyarakat pada daerah rawan bencana
 4. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengurangan resiko dan mitigasi bencana.
 5. Meningkatnya koordinasi dan kerjasama lintas sektor dalam pelaksanaan saat
 tidak terjadi bencana maupun saat bencana.
 b. Sasaran
 Adapun sasaran dari tujuan misi yang akan dilaksanakan, yaitu :
 1. Terselenggaranya Pelayanan cepat penanggulangan bencana
 2. Meningkatnya jangkauan pelayanan penanggulangan bencana
 3. Tersedianya perlengkapan pendukung penanggulangan bencana
 4. Terbentuknya kelompok masyarakat penanggulangan bencana di tiap kecamatan
 5. Berkurangnya ancaman dan kerentanan bencana
 6. Tersusunnya produk hukum daerah penanggulangan bencana
 7. Terbangunnya kembali kehidupan masyarakat pasca bencana
 8. Terintegrasinya informasi kebencanaan daerah
 9. Meningkatnya kapasitas SDM kebencanaan
 Tujuan BPBD Kabupaten Bandung merupakan sesuatu yang akan dicapai dimasa yang akan datang. Perumusan tujuan akan mengarahkan kepada perumusan sasaran, program dan kegiatan dalam merealisasikan misi dari BPBD
 kabupaten Bandung. Untuk mewujudkan misi BPBD Kabupaten Bandung, maka perlu dijabarkan kembali menjadi tujuan dan sasaran strategis yang lebih
 operasional.
 2.4 Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja
 Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja
 sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui
 berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan Rencana Kinerja dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun
 tertentu.
 Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran
 yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, Indikator Kinerja Sasaran, dan Rencana Capaiannya; Program, Kegiatan, serta Kelompok Indikator Kinerja dan Rencana Capaiannya. Indikator Kinerja adalah ukuran
 kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Penetapan Indikator Kinerja harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran
 yang ditetapkan serta data pendukung yang harus di organisasi.
 Berikut kami sampaikan Penetapan Kinerja yang akan dicapai pada
 tahun 2013 adalah:
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Misi I : Mempercepat jangkauan pelaksanaan penanggulangan bencana
 Tujuan : Berkurangnya potensi kerugian dan korban akibat bencana
 Tabel 2.2
 Sasaran Indikator Kinerja Sasaran Target
 Terselenggaranya
 Pelayanan cepat penanggulangan
 bencana
 Jumlah personil yang siap
 diturunkan pada tahapan pra, saat dan pasca bencana
 250 orang
 Meningkatnya jangkauan pelayanan penanggulangan
 bencana
 Persentase wilayah tanggap darurat dan pasca bencana yang bisa ditanggulangi
 100 %
 Kegiatan pengurangan risiko bencana maupun tanggap darurat bencana harus didukung oleh seluruh pemangku kepentingan kebencanaan di Kabupaten Bandung. Keterlibatan mereka sangat berpengaruh dalam
 keberhasilan merubah paradigma masyarakat dan dunia usaha bahwa paradigma penanggulangan bencana yang sekarang lebih mengutamakan kepada paradigma “preventif” dibanding Paradigma “responsif”.
 Misi II : Mengembangkan sarana dan prasarana penanggulangan bencana
 Tujuan : Tersedianya daya dukung yang memungkinkan pelaksanaan penanggulangan berjalan dengan efektif
 Tabel 2.3
 Sasaran Indikator Kinerja Sasaran Target
 Tersedianya perlengkapan pendukung penanggulangan bencana
 Persentase bantuan logistik dan peralatan untuk kebutuhan korban bencana
 100 %
 Ketika terjadi bencana dan Bupati Bandung menyatakan tanggap
 darurat bencana maka seluruh potensi sumber daya penanggulangan bencana di Kabupaten Bandung harus segera dikerahkan. Selain itu, kebutuhan para korban bencana harus segara dapat disusun berdasarkan kajian cepat dari
 para relawan sehingga para korban dapat segera ditangani dan dipenuhi seluruh kebutuhan dasar hidupnya. Kebutuhan para korban bencana harus selalu tersedia dan siap didistribusikan dengan cepat terutama kebutuhan
 sandang, pangan dan papan. Penyediaan logistik/barang dan bahan bantuan untuk korban bencana merupakan kewajiban pemerintah yang bisa
 dikerjasamakan dengan masyarakat maupun pihak swasta. Pengawasan
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pemerintah dalam proses distribusi bahan bantuan perlu dilakukan untuk menghindari ketidakmerataan dan munculnya berbagai kepentingan pribadi
 maupun golongan ketika pemberian bahan bantuan.
 Tabel 2.4
 Sasaran Indikator Kinerja Sasaran Target
 Terbentuknya kelompok masyarakat
 penanggulangan bencana di tiap kecamatan.
 Jumlah Kecamatan yang siaga bencana di Kabupaten
 Bandung
 20
 Menurut Indeks Rawan Bencana Indonesia (IRBI) yang disusun oleh BNPB, Kabupaten Bandung menempati urutan keempat sebagai salah satu
 kabupaten/kota yang rawan bencana di Indoneisa dan urutan ketiga di Provinsi Jawa Barat. Dari 31 Kecamatan di Wilayah Kabupaten Bandung, telah ditetapkan 16 kecamatan yang rawan bencana. Bencana yang sering terjadi di
 16 kecamatan tersebut adalah banjir, longsor dan angin puting beliung. Kesiapsiagaan di 16 kecamatan tersebut sangat diperlukan untuk mengurangi
 dampak bencana yang lebih besar. Tidak hanya di 16 kecamatan tersebut tetapi BPBD juga menargetkan agar 15 kecamatan lainnya bisa meningkatkan kesiapsiagannya sehingga pada tahun 2015 seluruh kecamatan di Wilayah
 Kabupaten Bandung menjadi kecamatan siaga bencana. Tahun 2013 BPBD menargetkan 20 kecamatan menjadi kecamatan siaga bencana dan ini
 memerlukan dukungan seluruh komponen masyarakat di wilayah tersebut dapat dilakukan dengan bersama-sama membangun sebuah komunitas pengurangan risiko bencana dengan melakukan kegiatan mitigasi secara
 struktural maupun non struktural.
 Tabel 2.5
 sasaran Indikator Kinerja Sasaran Target
 Berkurangnya ancaman dan kerentanan bencana
 Jumlah Kecamatan yang telah melakukan mitigasi bencana
 31
 Misi III : Meningkatkan profesionalitas aparatur dan masyarakat terlatih dalam penanggulangan bencana
 Tujuan : efektifnya setiap penanggulangan bencana dengan berbasis masyarakat pada daerah rawan bencana
 Misi IV : Meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam
 mengantisipasi bencana
 Tujuan : Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengurangan resiko
 bencana

Page 30
                        
                        

Kegiatan pengurangan risiko bencana memerlukan dukungan seluruh pemangku kepentingan kebencanaan di Kabupaten Bandung. Peran serta
 mereka sangat berkontribusi terhadap keberhasilan kegiatan tersebut dengan memulai dari kepedulian terhadap lingkungan sekitar mereka dan berupaya terus menerus untuk mewujudkan kehidupan yang selaras dengan bencana.
 Pemerintah dibantu dengan para relawan harus konsisten memberikan informasi yang benar mengenai penanggulangan bencana sehingga mampu memberdayakan seluruh golongan masyarakat menjadi masyarakat yang
 selalu berupaya mengurangi risiko bencana di lingkungannya masing-masing.
 Misi V : Meningkatkan koordinasi dan kerjasama lintas sektor dalam
 pelaksanaan saat tidak terjadi bencana maupun saat bencana.
 Tujuan : Meningkatkan koordinasi dan kerjasama lintas sektor dalam pelaksanaan saat tidak terjadi bencana maupun saat bencana,
 yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi BPBD serta berpedoman kepada RPJM Daerah.
 Tabel 2.6
 Sasaran Indikator Kinerja Sasaran Target
 Tersusunnya produk
 hukum daerah penanggulangan
 bencana
 Persentase ketersediaan produk
 hukum dalam upaya mendukung penanggulangan bencana di
 Kabupaten Bandung
 75
 Terbangunnya kembali kehidupan
 masyarakat pasca bencana
 Persentase perbaikan sarana dan prasarana masyarakat pasca
 bencana
 100
 Terintegrasinya
 informasi kebencanaan daerah
 Persentase wilayah Kabupaten
 Bandung yang telah terbangun sistem data dan informasi
 kebencanaan daerah
 100
 Meningkatnya kapasitas SDM
 kebencanaan
 Jumlah personil kebencanaan yang memiliki keahlian penanggulangan
 bencana
 250
 Dalam misi kelima ini difokuskan kepada pelayanan penanggulangan bencana yang cepat, tepat dan terintegrasi sehingga mampu mengurangi
 kerusakan dan kerugian yang ditimbulkan. Faktor pendukung dalam mencapai misi kelima ini adalah keberadaan produk hukum daerah baik dalam bentuk peraturan daerah maupun peraturan lainnya serta personil kebencanaan yang
 handal baik dari aparatur maupun masyarakat.
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BAB III
 AKUNTABILITAS KINERJA
 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dikatakan mampu mengkomunikasikan capaian kinerja unit kerja secara jujur, objektif, akurat dan
 transparan dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, apabila dalam penyajiannya memenuhi prinsip-prinsip dalam penyusunan LAKIP, yaitu pertama, Prinsip Lingkup
 Pertanggungjawaban, yang mengandung pegertian bahwa hal-hal yang dilaporkan harus proporsional dengan lingkup kewenangan dan tanggungjawab masing-masing
 dan memuat baik mengenai kegagalan maupun keberhasilan, kedua, Prinsip Prioritas, yang mengandung pengertian bahwa yang dilaporkan adalah hal-hal yang penting dan relevan bagi pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban instansi
 yang diperlukan untuk upaya-upaya tindak lanjutnya, ketiga, Prinsip Manfaat, yang mengandung pengertian bahwa manfaat laporan harus lebih besar daripada biaya
 penyusunannya dan laporan harus mempunyai manfaat bagi peningkatan pencapaian kinerja.
 Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan,
 badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas.Pengukuran Kinerja digunakan
 sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang dimaksud, yang ditetapkan dalam Visi dan
 Misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung.
 Di samping itu pula bahwa, untuk dapat menjelaskan tentang capaian akuntabilitas kinerja unit kerja BPBD, sesuai dengan format baru penyusunan LAKIP
 sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Kepala LAN RI Nomor : 239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
 (LAKIP), secara sederhana Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Penanggulangan Bencana DSaerah Kabupaten Bandung dapat dilihat secara langsung capaiannya pada setiap kegiatan sebagaimana tertuang dalam
 format Pengukuran Kinerja Tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah.
 3.1 KERANGKA PENCAPAIAN
 Mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam Inpres No. 7 Tahun 1999 dan Keputusan Kepala LAN No. 239 IX/6/8/2003 Tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
 Pemerintah, Kinerja Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah diukur berdasarkan Tingkat Pencapaian Sasaran dan Program/Kegiatan. Untuk mengetahui gambaran mengenai Tingkat Pencapaian Sasaran dan Program/Kegiatan dilakukan
 melalui media Rencana Kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya.
 Pencapaian Sasaran diperoleh dengan cara membandingkan Target dengan
 Realisasi Indikator Sasaran, Pencapaian Kinerja Program/Kegiatan diperoleh dengan cara membandingkan Target dengan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan yang terdiri dari Input, Output, Outcome, Benefit, dan Impact.
 Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan kegiatan dipergunakan nilai disertai makna dari nilai tersebut, yaitu :
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> 85 s.d. 100 = Memuaskan
 > 75 s.d. 85 = Sangat Baik
 > 65 s.d. 75 = Baik
 > 50 s.d. 65 = Cukup Baik
 > 30 s.d. 50 = Agak Kurang
 0 s.d. 30 = Kurang
 Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.
 Indikator Kinerja
 Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau
 kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.
 Indikator Sasaran
 Indikator Sasaran adalah alat ukur spesifik yang menggambarkan target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari
 suatu kegiatan yang dapat menunjukkan secara signifikan mengenai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran. Indikator Sasaran dilengkapi dengan target kuantitatif dan satuannya untuk mempermudah pengukuran pencapaian sasaran.
 3.2 Evaluasi Pencapaian Sasaran dan Pengukuran Kinerja
 Secara umum BPBD Kabupaten Bandung telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra
 BPBD Kabupaten Bandung tahun 2011 – 2015 yang memiliki indikator sasaran sebanyak 9 (sembilan). Adapun pencapaian kinerja terhadap indikator kinerja yang
 telah dicapai pada tahun 2013 yang membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran adalah sebagai berikut:
 Tabel 3.1
 Evaluasi Pencapaian Sasaran Misi Pertama
 No Indikator Sasaran Satuan
 Tahun 2013 Capaian Kinerja thn
 2012
 Target Realisasi
 Misi 1 : Mempercepat jangkauan pelaksanaan penanggulangan bencana
 1 Jumlah personil yang siap diturunkan pada tahapan pra, saat dan pasca
 bencana
 Orang 250 100 250
 2
 Persentase wilayah tanggap darurat dan pasca bencana yang bisa ditanggulangi
 % 100 100 100
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Secara intensitas, kejadian bencana di Wilayah Kabupaten Bandung tahun 2013 tidak sebesar kejadian bencana tahun 2012 sehingga personil yang diturunkan
 untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana tahun 2013 lebih kecil dari target yang ditetapkan dari 250 orang terealisasi sebesar 100 orang. Berkurangnya jumlah personil ini tidak berarti menurunnya pelayanan penanggulangan bencana karena
 pada tahun 2013, karena BPBD telah merealisasikan anggaran belanja tidak terduga untuk kegiatan tanggap darurat sebesar Rp.1.780.443.000 di beberapa kecamatan yang mengalami bencana banjir dan longsor. Kegiatan tanggap darurat ini difokuskan
 untuk memenuhi kebutuhan dasar korban bencana seperti makanan, tempat tinggal sementara dan kebutuhan dasar lainnya. Kegiatan tanggap darurat ini telah
 dilaksanakan dengan baik dengan hasil capaian sebesar 100% atau seluruh wilayah di Kabupaten Bandung yang mengalami bencana di tahun 2013 dan membutuhkan penanganan tanggap darurat bencana telah dilayani dengan baik oleh BPBD.
 Tabel 3.2
 Evaluasi Pencapaian Sasaran Misi Kedua
 No Indikator Sasaran Satuan
 Tahun 2013 Capaian
 Kinerja thn 2012
 Target Realisasi
 Misi 2 : Mengembangkan sarana dan prasarana penanggulangan bencana
 1 Persentase bantuan logistik dan peralatan untuk
 kebutuhan korban bencana
 % 100 100 100
 Berdasarkan data rekapitulasi peristiwa bencana yang terjadi di wilayah
 Kabupaten Bandung selama tahun 2013 mulai dari Januari hingga Desember tercatat sebanyak 190 kejadian. Adapun rincian kejadian bencana yang terjadi selama 2013 yakni, tanah longsor sebanyak 30 kejadian, banjir 69 kejadian, kebakaran 72
 kejadian, angin puting beliung 15 kejadian dan 4 kejadian lainnya. Bencana – bencana tersebut menimbulkan kerugian materil maupun non materil diantaranya
 hilangnya tempat tinggal penduduk untuk sementara waktu karena rumahnya terendam banjir maupun tertimbun longsoran tanah atau hilangnya mata pencaharian karena rusaknya infrastruktur perekonomian. Dengan kondisi tersebut,
 Para korban bencana tetap berhak menerima bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Pemenuhan kebutuhan para korban bencana pada tahun 2013 tidak
 hanya disediakan oleh pemerintah tetapi juga dari individu maupun kelompok masyarakat serta dari pihak swasta. Bantuan – bantuan tersebut selalu direkapitulasi dan kemudian didistribusikan kepada para korban bencana yang membutuhkan
 secara langsung ataupun melalui para relawan. Para pemberi bantuan pada tahun 2013 diantaranya adalah sebagai berikut:
 1. Pemerintah pusat melalui BNPB
 2. Pemerintah Provinsi Jawa Barat
 3. SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung
 4. Individu maupun kelompok masyarakat
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Tahun 2013, BPBD telah melaksanakan kegiatan penyediaan peralatan dan logistik serta pemenuhan kebutuhan operasional tanggap darurat bencana. Kegiatan
 tersebut dibiayai oleh APBD Kabupaten Bandung serta bentuan dari pemerintah pusat dan propinsi. Kegiatan yang dibiayai oleh APBD Kabupaten Bandung diantaranya adalah kegiatan Pengadaan Logistik dan Obat-obatan bagi Penduduk di Tempat
 Pengungsian serta pengadaan perahu yang akan ditempatkan di beberapa titik rawan banjir dan pengadaan alat berat yaitu mini ekskavator untuk membantu masyarakat membersihkan material tanah sisa banjir atau longsor serta penggunaan belanja tidak
 terduga untuk kegiatan operasional tanggap darurat bencana. Beberapa kegiatan yang biaya oleh belanja tidak terduga diantaranya untuk mobilisasi kendaraan darat
 dan sewa alat berat
 Tabel 3.3
 Evaluasi Pencapaian Sasaran Misi Ketiga
 No Indikator Sasaran Satuan
 Tahun 2013 Capaian Kinerja thn
 2012
 Target Realisasi
 Misi 3 : Meningkatkan profesionalitas aparatur dan masyarakat terlatih dalam
 penanggulangan bencana
 1 Jumlah Kecamatan yang siaga bencana di Kabupaten
 Bandung
 Kec. 20 31 10
 Kegiatan BPBD tahun 2013 yang difokuskan kepada peningkatan
 kesiapsiagaan seluruh elemen masyarakat dalam penanggulangan bencana adalah pemberian bantuan mesin pompa penyedot air untuk seluruh kecamatan di Wilayah Kabupaten Bandung. Dengan adanya bantuan ini, diharapkan seluruh masyarakat
 dapat menjadi lebih siaga dalam menghadapi bencana banjir dan lonsor. Selain itu, dilaksanakan juga kegiatan pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat
 (FKDM) yang bertujuan untuk merangsang masyarakat agar berperan aktif dalam penyelanggaraan penanggulangan bencana dengan membentuk kelompok di tiap wilayah rawan bencana. Pada tahun pertama ini, kegiatan dilaksanakan di 5
 kecamatan yaitu Kecamatan Baleendah, Kecamatan Rancaekek, Kecamatan Cicalengka, Kecamatan Cilengkrang dan, Kecamatan Bojongsoang.
 Sesuai amanat Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana bahwa penanggulangan bencana tidak hanya dilakukan oleh pemerintah saja, terkait hal ini BPBD telah menjalin kerjasama dengan IOM
 (International Organization for Migration) untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat diantaranya dengan melakukan sosialisasi ke berbagai sekolah dan melakukan gladi penanggulangan banjir di Kecamatan Baleendah. Kerjasama
 penanggulangan bencana juga diakukan dengan sektor swasta diantaranya dengan perusahaan star energy dengan melakukan kegiatan sosialisasi penanggulangan
 bencana di Kecamatan Pangalengan.
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Tabel 3.4
 Evaluasi Pencapaian Sasaran Misi Keempat
 No Indikator Sasaran Satuan
 Tahun 2013 Capaian Kinerja thn
 2012
 Target Realisasi
 Misi 4 : Meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam mengantisipasi bencana
 1 Jumlah Kecamatan yang
 telah melakukan mitigasi bencana
 Kec. 31 31 15
 Sesuai dengan paradigma penanggulangan bencana yaitu paradigama preventif atau paradigma cegah siaga, maka kesadaran dan kepedulian seluruh stakeholder kebencanaan dari mulai pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha
 (sesuai amanat Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana) sangat berperan penting dalam mendukung paradigma tersebut. Seluruh
 komponen harus bersama-sama terlibat aktif dalam usaha mengurangi risiko bencana (mitigasi bencana) di wilayah Kabupaten Bandung. Pada tahun 2013, BPBD telah melaksanakan kegiatan sosialisasi peningkatan kerja sama dalam
 penanggulangan di Kabupaten Bandung dengan mengundang seluruh perwakilan desa/kelurahan di wilayah Kabupaten Bandung. Kegiatan ini bertujuan untuk
 merangkul seluruh komponen masyarakat agar mau bekerja sama dengan memanfaatkan dan memberdayakan seluruh potensi yang ada untuk bersama-sama melakukan pengurangan risiko bencana di wilayahnya masing-masing. Kegiatan ini
 ditekankan bagaimana masyarakat bisa berkontribusi dalam pengurangan risiko bencana dengan meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat lain di sekitarnya.
 Tabel 3.5
 Evaluasi Pencapaian Sasaran Misi Kelima
 No Indikator Sasaran Satuan
 Tahun 2013 Capaian Kinerja thn
 2012
 Target Realisasi
 Misi 5 : Meningkatkan koordinasi dan kerjasama lintas sektor dalam pelaksanaan
 saat tidak terjadi bencana maupun saat bencana.
 1
 Persentase ketersediaan produk hukum dalam upaya
 mendukung penanggulangan bencana di Kabupaten Bandung
 % 75 75 50
 2 Persentase perbaikan sarana dan prasarana
 masyarakat pasca bencana
 % 100 90 0
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3
 Persentase wilayah
 Kabupaten Bandung yang telah terbangun sistem data dan informasi kebencanaan
 daerah
 % 100 100 80
 4
 Jumlah personil
 kebencanaan yang memiliki keahlian penanggulangan bencana
 250 250 250 -
 Dari aspek legal, BPBD telah menyusun berbagai produk hukum daerah
 yang mendukung upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Bandung. Tahun 2013, BPBD telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Bandung.
 Untuk mendukung peraturan daerah tersebut, BPBD telah menyusun Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2013 tentang Pembagian Kewenangan, Tugas dan Fungsi SKPD dalam Penanggulangan Bencana di Kabupaten Bandung.
 Bantuan korban pasca bencana pada tahun 2013 telah disalurkan melalui mekanisme bantuan sosial baik yang direncanakan maupun yang tidak
 direncanakan. Untuk bentuan sosial yang direncanakan, disalurkan melalui dua tahap yaitu:
 1. Tahap pertama sebanyak 291 penerima dengan total nilai sebesar
 Rp. 837.000.000,- (Delapan Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Rupiah). Terdiri atas 8 (delapan) kecamatan dan 14 (empat belas) desa;
 2. Tahap kedua sebanyak 342 penerima dengan total nilai sebesar Rp. 845.500.000,- (Delapan Ratus Empat Puluh Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). Terdiri dari 13 (tiga belas) kecamatan dan 23 (dua puluh tiga) desa;
 Sedangkan untuk bantuan sosial yang tidak direncanakan yaitu untuk korban bencana periode Januari - Juni 2013 dengan jumlah korban bencana sebanyak 86 (delapan puluh enam) korban bencana, total anggaran sebesar Rp. 94.500.000,-.
 Dari seluruh permohonan masyarakat untuk bantuan pasca bencana ini, sebanyak 64 KK tidak bisa diajukan pencairannya karena terkendala dengan urusan
 administrasi terutama identitas penerima yang tidak jelas dengan nilai sebesar Rp.154.000.000,-.
 Informasi mengenai kondisi kebencanaan di seluruh wilayah Kabupaten
 Bandung diolah di Pusat Pengendalian dan Operasi (Pusdalops) yang selalu siaga 24 jam. Informasi tersebut bisa diperoleh melalui website resmi Kabupaten Bandung.
 Sedangkan media untuk berkomunikasi dua arah dengan BPBD sebagian besar masyarakat menggunakan jaringan telepon dan faksimili. Beberapa kecamatan yang telah menjalin kerjasama dengan para relawan lebih banyak memanfaatkan
 radio komunikasi sebagai sarana yang lebih cepat dan efektif untuk melaporkan kondisi kebencanaan di wilayahnya karena media ini langsung terhubung dengan
 seluruh potensi sumber daya penanggulangan bencana baik dari aparat maupun masyarakat.
 Dalam mendukung upaya pengurangan risiko bencana, pada tahun 2013
 BPBD telah melakukan pelatihan kebencanaan kepada aparatur maupun masyarakat. Para peserta pelatihan kemudian dikelompokan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Ada dua kelompok besar penanggulangan bencana yaitu Unit Cegah Siaga (UCS)
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yang beperan aktif dalam melakukan pengurangan risiko bencana dalam fase pra bencana, Tim Reaksi Cepat (TRC) yang lebih berperan dalam proses tanggap darurat
 bencana dengan tugas pokoknya melakukan kajian cepat kebutuhan para korban bencana serta menghitung kerusakan sementara akibat bencana.
 Untuk membentuk personil kebencanaan yang handal diperlukan pelatihan
 penanggulangan bencana baik dari segi teori maupun implementasi di lapangan. Oleh karena itu, BPBD telah melaksanakan beberapa kegiatan baik kegiatan internal BPBD maupun dengan bekerja sama dengan lembaga lain. Pelatihan yang telah
 dilaksanakan oleh BPBD diantaranya:
 1. Pelatihan Damages and Losses Assesment (DaLA) yaitu pelatihan perhitungan
 kerusakan dan kerugian pasca bencana bagi aparatur kecamatan.
 2. Pelatihan operasional dapur umum lapangan bagi relawan
 Selain itu, Untuk membentuk tenaga kebencanaan yang handal BPBD telah
 bekerjasama dengan IOM untuk melaksanakan pelatihan bagi aparatutr dan masyarakat, jenis pelatihannya yaitu:
 1. Pelatihan manajemen penanggulangan bencana
 2. Pelatihan untuk penguatan kapasitas masyarakat
 3. Pelatihan pemanfaatan data dan informasi dalam penanggulangan bencana
 3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN
 Pengukuran Pencapaian Sasaran adalah untuk mengetahui tingkat
 pencapaian sasaran dan pencapaian target Badan Penanggulangan bencana Daerah kabupaten Bandung.
 Tingkat capaian kinerja yang dapat diperoleh pada tahun anggaran 2013 secara umum mampu mencapai tujuan dan sasaran fungsional kegiatan secara optimal sesuai masing-masing indikator kinerja khususnya pada indikator kinerja
 output/keluaran sebagai bentuk langsung hasil kegiatan.
 Anggaran BPBD pada tahun 2013 adalah, sebesar
 Rp.7.715.704.532,- (Tujuh Milyar Tujuh Ratus Lima Belas Juta Tujuh Ratus Empat Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah) terealisasi sebesar Rp.7.200.341.681,- ( Tujuh Milyar Empat Ratus Dua Puluh Delapan Juta Enam Ratus Delapan Belas Juta
 Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah) atau pencapaian 98.690 %, dengan rincian belanja :
 Belanja tidak langsung sebesar Rp. 2.236.135.000,- ( Dua Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Enam Juta Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 2.006.205.380,- (Dua Milyar Enam Juta Dua Ratus Lima Ribu Tiga Ratus
 Delapan Puluh Rupiah).
 Belanja langsung sebesar Rp. 5.479.569.532.- (Lima Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Tiga
 Puluh Dua Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 5.194.136.301,- (Lima Milyar Seratus Sembilan Puluh Empat Juta Seratus Tiga Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Satu
 Rupiah) yang dijabarkan melalui 9 Program 27 Kegiatan yaitu sebagai berikut :
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Tabel 3.6
 Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Badang
 Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bandung Tahun 2013
 No. Urusan Program/ Kegiatan/
 Sub Kegiatan
 Alokasi Biaya (Rp)
 Anggaran
 Sebelum Perubahan
 Anggaran
 Setelah Perubahan
 Realisasi %
 1 2 3 4 5 6
 BELANJA 7.183.134.789 7.715.704.532 7.200.341.681
 I BELANJA TIDAK LANGSUNG 1,990,651,000 2,236,135,000 2,006,205,380 98.58
 A BELANJA PEGAWAI 1,990,651,000 2,236,135,000 2,006,205,380 98,58
 1 Gaji dan Tunjangan 1,495,666,000 1,733,150,000 1,503,235,880 98,67
 2 Tambahan Penghasilan PNS 494,985,000 502,985,000 502,9969,500 98,33
 II BELANJA LANGSUNG 5.192.483.789
 5.479.569.532 5.194.136.301 98.69
 A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 513.227.030 513.227.030 505.168.777 97.94
 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 1.800.000 1.800.000 1.800.000 100
 2 Penyediaan jasa komunikasi
 Sumber daya air dan listrik
 20.705.000 26.105.000 21.977.877 99.44
 3 Penyediaan jasa kebersihan
 kantor
 31.514.600 31.514.600 31.514.600 100
 4 Penyediaan alat tulis kantor 50.000.000 50.000.000 49.910.000 98
 5 Penyediaan barang cetakan
 dan penggandaan
 31.321.000 31.321.000 31.231.000 100
 6 Penyediaan komponen
 instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 9.992.300 9.992.300 9.992.300 100
 7 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
 67.104.130 67.104.130 63.333.000 95
 8 Penyediaan peralatan rumah tangga
 6.250.000 6.250.000 6.250.000 100
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9 Penyediaan bahan bacaan
 dan peraturan perundang-undangan
 13.680.000 13.680.000 13.680.000 83.95
 10 Penyediaan makanan dan minuman
 80.115.000 80.115.000 80.115.000 100
 11 Rapat-rapat koordinasi dan
 konsultasi ke luar daerah
 142.245.000 142.245.000 142.245.000 100
 12 Rapat-rapat kordinasi dan
 konsultasi ke Dalam Daerah
 58.500.000 53.100.000 53.100.000
 B Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
 2.510.570.000 2.660.570.000 2.362.573.400 99.78
 1 Pembangunan Gedung 960.000.000 960.000.000 785.638.800 99.82
 2 Pengadaan Kendaraan Operasional Dinas
 464.000.000 464.000.000 444.950.000 99.07
 3 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
 43.900.000 193.900.000 193.330.000 99,65
 4 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
 dinas/operasional
 242.670.000 242.670.000 239.070.000 98
 5 Pengadaan Alat-Alat Berat
 800.000.000 800.000.000 733.510.000 96
 C Program Peningkatan Disiplin Aparatur
 16.362.502 16.362.502 16.362.500 100
 1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
 16.362.502 16.362.502 16.362.500 100
 D Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
 17,660,000 17,660,000 17.660.000 100
 1 Penyusunan laporan akhir
 tahun
 17,660,000
 17,660,000
 17.660.000 100
 E Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan
 109.250.000 109.250.000 109.250.000 100
 1 Pengendalian Keamanan Lingkungan
 109.250.000 109.250.000 109.250.000 100
 III BELANJA LANGSUNG URUSAN PROGRAM
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A Program Peningkatan
 Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
 200.000.000 200.000.000 198.410.000 99
 1 Penyelenggaraan
 Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan
 Masyarakat
 200.000.000 200.000.000 198.410.000 99
 B Program Perencanaan
 Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar
 367.500.000 367.500.000 367.500.000 100
 2 Koordinasi Penanggulangan dan Penyelesaian Bencana Alam/ Sosial
 367.500.000 367.500.000 367.500.000 100
 C Program pencegahan dini dan penanggulangan
 korban bencana alam
 770.000.000 970.000.000 965.939.800 99.45
 1 Pemantauan dan
 penyebarluasan informasi potensi bencana alam
 200.000.000 200.000.000 197.482.312 98.10
 2 Pengadaan Sarana dan Prasarana Evakuasi Dari
 Ancaman/ Korban Bencana Alam
 270.000.000 270.000.000 269.993.000 99.66
 3 Pengadaan Logistik dan Obat-obatan bagi penduduk
 di tempat penampungan sementara
 200.000.000 400.000.000 397.536.800 99
 4 Penyusunan Rumusan Kebijakan Bencana Daerah
 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100
 D Program Penataan Peraturan Perundang-
 undangan
 625.000.000 620.827.000 99
 1 Kajian Peraturan Perundang-undangan
 Daerah terhadap Peraturan Perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dari
 keserasian antar Peraturan Perundang-undangan Daerah
 625.000.000 620.827.000
 99
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BAB IV
 PENUTUP
 4.1 Kesimpulan
 Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bandung BPBD telah menetapkan 9 (sembilan) sasaran didasarkan pada tujuan, sasaran strategis
 dan target kinerja yang telah ditetapkan baik pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2011-2015, serta Rencana Strategis (Renstra) BPBD Tahun 2011-2015. Dari 9 (sembilan) yang ditetapkan
 dalam Penetapan Kinerja Tahun 2013, terdapat 7 sasaran strategis yang berhasil dilaksanakan dengan baik (100% atau lebih). Sedangkan 2 Sasaran lainnya belum
 sepenuhnya dilaksanakan dengan baik. Beberapa permasalahan yang timbul dalam pencanpaian target kinerja BPBD antara lain:
 a. Belum optimalnya dukungan masyarakat Kabupaten Bandung dalam
 pengurangan risiko bencana.
 b. Koordinasi antar stakeholder dalam penanggulangan bencana daerah belum
 sinergis dan terpadu.
 c. Masih kurangnya dukungan dunia usaha dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Bandung.
 4.2 Saran
 Untuk mencapai target Kinerja yang telah ditetapkan perlu adanya usaha bersama seluruh potensi masyarakat Kabupaten Bandung yang diantaranya:
 1) Peningkatan kapasitas seluruh elemen masyarakat untuk mendukung keberhasilan pengurangan risiko bencana di Wilayah Kabupaten Bandung.
 2) Peningkatan koordinasi antar stakeholder dalam penanggulangan bencana daerah dengan membangun kerangka regulasi yang jelas.
 3) Memberikan pemahaman kepada para pelaku usaha bahwa penanggulangan
 bencana adalah tanggung jawab bersama pemerintah, masyarakat dan dunia usaha.



				

				
LOAD MORE			        


        
            
                        
                Top Related

                                    
                        
                            
                                

                            
                        

                        
                            
                                UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA DENGAN RAHMAT …referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2014/11/UU-Nomor-1-Tahun... · bahwa sesuai dengan falsafah Pancasila serta cita-cita untuk
                            


                            

                                                    

                    

                                    
                        
                            
                                

                            
                        

                        
                            
                                BAB II TEMUAN PENELITIAN STRATEGI KOMUNIKASI PT. …eprints.undip.ac.id/61210/3/BAB_2.pdf · Karya Cita Gemilang (Touch Points) serta pelanggan loyal PT. Karya Cita Gemilang (Touch
                            


                            

                                                    

                    

                                    
                        
                            
                                

                            
                        

                        
                            
                                Purbalingga · 2020. 9. 23. · kasus-kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta agar tetap terselenggaranya perlindungan terhadap korban tindak kekerasan terhadap
                            


                            

                                                    

                    

                                    
                        
                            
                                

                            
                        

                        
                            
                                BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalahdigilib.uinsgd.ac.id/13242/4/4_bab1.pdfteratur dan damai karena adanya perbedaan kebiasaan, sifat, tujuan hidup, cita-cita, serta hal-hal
                            


                            

                                                    

                    

                                    
                        
                            
                                

                            
                        

                        
                            
                                BAB I PENDAHULUAN · 2018-04-12 · tujuan serta cita-cita bangsa bernegara, sehingga diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan ... Adminitrasi
                            


                            

                                                    

                    

                                    
                        
                            
                                

                            
                        

                        
                            
                                Laporan Kinerja Tahun 2015 - bsn.go.id · Nepotisme (KKN) merupakan syarat mutlak bagi setiap penyelenggara negara untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita
                            


                            

                                                    

                    

                                    
                        
                            
                                

                            
                        

                        
                            
                                GENERASI MUDA PERUBAHAN FATHI YAKAN - … file3 Pada hakikatnya usia muda seorang pemuda ialah usia yang penuh dengan cita-cita yang tinggi dan darah yang gemuruh serta idealisme yang
                            


                            

                                                    

                    

                                    
                        
                            
                                

                            
                        

                        
                            
                                arsip.umj.ac.id menyampaikan visi, ideologi, khittah perjuangan, keyakinan dan cita- cita hidup, serta tujuan persyarikatan secara baik dan benar kepada seluruh sivitas Universitas
                            


                            

                                                    

                    

                            

                    

        

    








    
        
            
                Languages

                	English
	Français
	Español
	Deutsch
	Portuguese
	Indonesian


            

            
                	Italian
	Romanian
	Malaysian
	Greek
	Dutch
	Polish


            

            
                Pages

                	Categories
	About us
	Contact us


            

            
                Legal

                	Term
	DMCA
	Cookie policy
	Privacy Policy


            

        


        


        
            Copyright © 2022 FDOCUMENT

        

            












